PERATURAN PEMERI NTAH NO. 4 TAHUN 1966
TENTANG
PEMBERHENTI AN/ PEMBERHENTI AN SEMENTARA PEGAVWAI NEGER
O eh: PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
Nonor : 4 TAHUN 1966 (4/1966)

Tanggal : 9 PEBRUARI 1966 (JAKARTA)

Presi den Republik Indonesia,

Meni mbang : bahwa berhubung dengan berlakunya Undang-undang Pokok
Kepegawai an (Undang-undang No. 18 tahun 1961 Lenbaran
Negara Tahun 1961 No. 263) peraturan-peraturan |ana tentang
penber henti an/ penberhentian untuk senentara waktu bagi
pegawai Neger i Si pi | perlu ditinjau kenbal i dan
di sel araskan dengan ketentuan-ketentuan yang ternaktub
dal am Undang- undang Pokok Kepegawai an tersebut;

Mengi ngat
a. Pasal 5 ayat 2 Undang- Undang Dasar 1945;
b. Pasal 7 Undang-undang No. 18 tahun 1961 (Lenbaran-Negara
Tahun 1961 No. 263);

Mendengar : Presidi um Kabi net Dwi kor a;

MEMUTUSKAN

Pert ama : MENCABUT PERATURAN PEMERI NTAH NO. 8 TAHUN 1952 (LEMBARAN
NEGARA TAHUN 1952 No. 13).

Kedua : Menet apkan:

PERATURAN PEMERI NTAH TENTANG PEMBERHENTI AN/ PEMBERHENTI AN
SEMENTARA PEGAWAI NEGERI .

Pasal 1.

Yang di maksud dengan pegawai Negeri nmenurut Peraturan ini adal ah
nereka, yang setelah nmenenuhi syarat-syarat yang ditentukan diangkat,
digaji nenurut Peraturan Penerintah yang berlaku dan di pekerjakan dal am
suatu jabatan Negeri oleh pejabat Negara atau badan Negara yang
ber wewenang.

Pasal 2.

(1) Untuk kepentingan peradilan seorang pegawai Negeri yang didakwa
tel ah nel akukan suatu kejahatan/ pel anggaran jabatan dan berhubung
dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan senentara
mul ai saat penahanannya harus di kenakan penberhentian senent ara.



(2) Ketentuan nmenurut ayat (1) pasal ini dapat pula diperlakukan
terhadap seorang pegawai Negeri yang ol eh pi hak berwajib di kenakan
tahanan senentara karena di dakwa telah nel akukan suatu pel anggaran
hukum pidana yang tidak nenyangkut pada jabatannya dalam ha
pel anggaran yang dil akukan itu beraki bat hilangnya pengharapan dan
kepercayaan atas diri pegawai yang bersangkutan atau hilangnya
mart abat serta wi bawa pegawai itu.

Pasal 3.

Seorang pegawai Negeri harus diberhentikan jika ia terbukti telah
nmel akukan penyel ewengan terhadap ideologi dan haluan Negara atau ia
terbukti dengan sadar dan/atau sengaja telah nelakukan sesuatu yang
mer ugi kan kepenti ngan dan kesel amat an bangsa dan negar a.

Pasal 4.

(1) Kepada seorang pegawai Neger i yang di kenakan penberhenti an
senmentara nmenurut pasal 2, ayat (1) peraturan ini:

a. jika terdapat petunjuk-petunjuk yang cukup neyaki nkan bahwa ia
tel ah nel akukan pel anggaran yang di dakwakan atas dirinya nula
bul an beri kutnya ia diberhentikan diberikan bagian gaji sebesar
50% (lima puluh perseratus) dari gaji pokok yang diterinmanya
terakhir;

b. jika belum terdapat petunjuk-petunjuk yang jelas tentang telah
di | akukannya pel anggaran yang didakwakan atas dirinya nulai
bul an beri kutnya ia diberhentikan di berikan bagian gaji sebesar
75% (tujuh puluh [lim perseratus) dari gaji pokok yang
diteri manya terakhir.

(2) Kepada seorang pegawai Neger i yang di kenakan penberhentian
sementara nmenurut pasal 2 ayat (2) peraturan ini nulai bulan

beri kutnya ia diberhentikan diberikan bagian gaji sebesar 75%
(tujuh puluh lima perseratus) dari gaji pokok yang diterimnya
t erakhir.

(3) Bagian gaji yang dinmksudkan dalam ayat (1) dan (2) diatas
berjum ah paling rendah Rp 200,- (dua ratus rupiah), sedangkan
pecahan rupi ah di bul at kan nmenj adi satu rupi ah

Pasal 5.

Pegawai Negeri yang nenerima bagian gaji nenurut pasal 4 diatas
mendapat tunjangan kel uarga, tunjangan kermahal an unum dan lain-lain
kecual i tunjangan jabatan dan fasilitas yang ada hubungannya | angsung
dengan jabatannya nenurut peraturan yang berlaku dan dihitung atas
dasar bagian gaji yang diteri mnya.

Pasal 6.

Untuk rnenghi ndar kan kerugi an bagi keuangan Negara, maka perkara yang
menyebabkan seorang pegawai negeri di kenakan penberhentian senentara
menurut pasal 2 peraturan ini, harus diperiksa dalam waktu yang
sesi ngkat - si ngkat nya agar dapat dianbil keputusan yang tepat terhadap
diri pegawai yang bersangkutan



Pasal 7.

(1) Jika sesudah peneriksaan ol eh pihak yang berwajib seorang pegawai

Negeri Yang di kenakan penberhentian senmentara nenurut pasal 2 ayat

(1) dan ayat (2) peraturan ini ternyata tidak bersalah, maka

pegawai itu harus segera diangkat dan dipekerjakan kenbali pada

jabatannya senula. Dalam hal yang demkian mneka selam mnasa

di berhenti kan untuk senentara ia berhak nendapat gaji penuh serta

penghasi | an- penghasi |l an | ai n yang ber hubungan dengan j abat annya.

(2) Jika sesudah peneriksaan pegawai yang bersangkutan ternyata
bersal ah, naka

a. terahadap pegawai yang di kenakan penberhenti an sementara nenur ut
pasal 2 ayat (1) harus dianbil tindakan penberhentian, sedangkan
bagian gaji berikut tunjangan-tunjangan yang telah dibayarkan
kepadanya tidak di pungut kemnbali .

b. terhadap pegawai yang di kenakan penberhenti an senmentara menur ut
pasal 2 ayat (2) jika perlu dianmbil tindakan harus sesuai dengan
perti nbangan/ keputusan Hakim yang nenganbil keputusan dal am
perkara yang nenyangkut diri pegawai yang bersangkutan. Dal am
hal ini, naka nmengenai gaji serta penghasil an-penghasilan lain
di perl akukan ketentuan sperti tertera dalam ayat (1) dan (2) sub
a pasal ini.

Pasal 8.
Penmber hentian seorang pegawai Neger i berdasarkan peraturan ini
ditetapkan nulai akhir bulan keputusan Pengadilan atas perkaranya
nmendapat kekuatan pasti.

Pasal 9.
Peraturan Penerintah ini nulai berlaku pada hari diundangkan. Agar
supaya setiap orang dapat nengetahuinya, nmenerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penenpatannya dalam Lenbaran Negara
Republ i k I ndonesi a.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Pebruari 1966. PRESIDEN REPUBLI K
| NDONESI A,

SUKARNO.

Di undangkan di Jakarta pada tanggal 9 Pebruari 1966

SEKRETARI S NEGARA,

MOHD. | CHSAN.



PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERI NTAH No. 4 TAHUN 1% TENTANG
PEMBERHENT| AN/ PEMBERHENTI AN SEMENTARA PEGAWAI NECERI .

UMUM

Dengan berl akunya Undang-undang Pokok Kepegawai an(Undang-undang No. 18
Tahun 1961, Lenbaran Negara Tahun 1961 No. 263), nmeka Kketentuan-
ketentuan |ama tentang penberhentian dari pekerjaan untuk senentara
wakt u dan penberhentian dari jabatan Negeri sanbil nenunggu keputusan
lebih lanjut bagi Pegawai Negeri Sipil (Peraturan Penmerintah No. 8
Tahun 1952, Lenbaran Negara Tahun 1952 No. 13) perlu ditinjau kenbal
dan di sel araskan dengan ket entuan-ketentuan dal am Undang-undang No. 18
Tahun 1961 tersebut. Berbeda dengan Peraturan Penerintah No. 8 Tahun
1952 yang sifatnya terlalu luas, Undang-undang Pokok Kepegawai an tegas
nmenet apkan, bahwa seorang pegawai Neger i hanya dapat dikenakan
penber henti an sementara untuk kepentingan peradil an.

Dengan dem ki an, naka Peraturan Penerintah yang nengatur pelaksanaan
penber henti an senentara pegawai Negeri berdasarkan Undang-undang No. 18
Tahun 1961, terutana bertujuan nmengamankan kepentingan peradil an

c.q. kepentingan jawatan. Narmun tidaklah berarti, bahwa kepentingan
pegawai di kesanpi ngkan. Dilihat dari segi kedudukan hukum pegawai

justru diberikan pedoman-pedoman yang |ebih tegas baik bagi penguasa
maupun bagi para pegawai sendiri - untuk dijadi kan pegangan dal am
nmenghadapi persoal an- persoal an yang tinbul dalam bidang ini, sehingga
kemungki nan akan terjadinya di dalam praktek tindakan-tindakan yang
di dasarkan atas penafsiran yang Kkeliru/kurang tepat, adalah ninina

sekal i .

PENJELASAN PASAL DEM PASAL

Pasal 1.
Cukup j el as.
Pasal 2.

Cukup jelas. * Pasal 3.
Cukup jelas. Pasal 4.

(1) a. Cukup jelas. b.Di dalam praktek nmungkin terjadi, bahwa pi hak yang
berwaji b sudah nengenakan tahanan senentara terhadap diri seorang
pegawai , sedangkan pinmpinan pegawai itu sendiri sebetul nya belum
mendapat kan petunj uk- petunj uk yang cukup neyaki nkan, bahwa yang
bersangkut an tel ah nel akukan kej ahat an/ pel anggaran yang di dakwakan
atas dirinya. Ketentuan dal am ayat ini menghi ndarkan, bahwa pegawai
yang dem ki an itu, yang kenmudi an ternyata tidak bersal ah, terlanjur
tel ah di kenakan tindakan yang terl alu nerugi kan bagi nya. Sebaliknya
jika tindakan yang terlalu nerugi kan ternyata terdapat bukti-bukt
yang jelas bahwa pegawai yang bersangkutan memang tel ah mel akukan
kej ahat an/ pel anggar an, maka t er hadapnya dengan sendi ri nya
di perl akukan ket entuan dal am pasal 4, (1) a.



(2) Ketentuan dalam ayat ini secara tegas nengadakan perbedaan antara
pegawai yang nel akukan suatu Kkejahatan/pel anggaran jabatan dan
pegawai yang nel akukan *16832 pel anggaran jabatan dan pegawai yang
ti dak nenyangkut pada jabatannya. (3) Cukup jel as.

Pasal 5.
Cukup jel as.
Pasal 6.

Pasal ini bertujuan nenbatasi kejadian-kejadian dalam praktek dinmana
seorang pegawai yang di kenakan tahanan senmentara, selanma berbul an- bul an
belum saja diperiksa sebagainmana nestinya, sehingga keuangan Negara
secara tidak wajar dibebani terus dengan penbayaran sebagian dari
penghasi | annya.

Pasal 7.

Cukup jelas. Pasal 8. Cukup jelas. Pasal 9.

Cukup j el as.

CATATAN

DI CETAK ULANG




